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SURATEDARAN
Nomor : SE. 6/ PR.007/DRJID/2018

TENTANG

PROGRAM PADAT KARYA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Kabinet Nomor B-590/Seskab/PMK/11/2017 tanggal
17 November 2017 tentang Tindak Lanjut Arahan pada Rapat Terbatas tentang Optimalisasi
Lapangan Kerja di Desa Padat Karya pada tanggal 3 November 2017, disampaikan sesuai
arahan Bapak Presiden bahwa dalam rangka optimalisasi penciptaan lapangan kerja di daerah,
utamanya di desa, dilakukan melalui program Padat Karya oleh Kementerian atau Lembaga
yang memiliki program di desa.

2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program padat karya di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat, maka perlu disusun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
dalam proses pelaksanaaan program Padat Karya, sebagai berikut:

a. Jenis pekerjaan Padat Karya, antara lain:
1) Pekerjaan Pemasangan Gebalan Rumput, Pemotongan Rumput;
2) Pembuatan Saluran Drainase, Pembersihan Saluran, dan Normalisasi Saluran;
3) Rehabilitasi Bangunan dengan Tingkat Kerusakan Ringan;
4) Pekerjaan Pemasangan Pagar;
5) Pekerjaan Pengecatan;
6) Pekerjaan Galian, Urugan dan Pemasangan;
7) Pekerjaan Tanpa Keahlian Lainnya.
b. Pelaksanaan Program Padat Karya.

1) Sebelum pelaksanaan Program Padat Karya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pendataan warga setempat yang
memenuhi kriteria untuk menjadi tenaga kerja padat karya.

2) Dalam pelaksanaan Program Padat Karya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) perlu menetapkan perhitungan tenaga kerja yang
dibutuhkan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a) tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja tidak terlatih;
b) peralatan yang digunakan merupakan peralatan sederhana;

¢) jam kerja efektif untuk pekerja yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) jam per hari,
dan 40 (empat puluh) jam per minggu;



d) volume pekerjaan ditentukan dari hasil pengukuran lapangan yang telah disetujui;

¢) besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya

(SBU)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku untuk  seluruh
Kabupaten/Kota di 1 (satu) provinsi;

Pada masing-masing paket pengerjaan harus menyampaikan pekerjaaan yang dapat
dilaksanakan dengan Padat Karya paling sedikit meliputi pekerjaan jenis pekerjaan,
lokasi pekerjaaan, jadwal pekerjaan, dan penyerapan jumlah tenaga kerja setempat
yang dilibatkan.

3) Pelaporan

a) Pelaporan pelaksanaan Program Padat Karya disampaikan secara periodik dalam

Laporan Mingguan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Beberapa hal yang perlu disampaikan, antara lain :

1) foto dokumentasi pelaksanaan;
2) absensi/ daftar hadir pekerja;
3) daftar penyerapan tenaga kerja riil;

4) tanda bukti pembayaran upah tenaga kerja mingguan yang besarannya tidak
boleh kurang dari nilai Upah Minimum Regional (UMR).

b) Laporan pelaksanaan Program Padat karya disusun berdasarkan Format Formulir

Pelaporan (terlampir);

¢) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib

melakukan verifikasi kebenaran data tenaga kerja setempat yang digunakan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018
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Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat
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Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SE/ PR. 007/ DRID/2018
Tanggal 211 April 2018

Format Formulir Pelaporan

1. Daftar Hadir Pekerja

DAFTAR HADIR PEKERJA
Paket Pekerjaan : Hari
Nama Kegiatan : Tanggal
No Nama Pekerja Alamat Tanda Tangan Keterangan
1 2 3 4 5
........................... s eereneerenenenns 2018
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / (Penyedia Jasa)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)




2. Daftar Tanda Terima Upah:

Paket Pekerjaan
Nama Kegiatan

DAFTAR TANDA TERIMA UPAH

.................................................................

-----------------------------------------

(Penyedia Jasa)

No Nama Pekerja Jumlah Hari Besaran Upah Upah Yang Tanda
Kerja Harian Diterima Tangan
1 2 3 4 5 6
........................... Ap—— ] §
Juru Bayar




3. Daftar Penyerapan Tenaga Kerja Riil:

PENYERAPAN TENAGA KERJA RIIL
Paket Pekerjaan T uoussa R RS S SRRSO SR R

Nama Kegiatan  uvessesasssussssesssssasasseaseasasressassessnsnsrnases

Minggu Ke ? sesssresssssresessassusases 8:d.....c.samemmam s
Realisasi
No. Kegiatan Target (1 Tahun) s.d. Minggu Minggu Ini s.d. Minggu Ini
Lalu
1 2 3 4 3 6
........................... s erreneeeerennens 2018
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/
Pembuat Komitmen (PPK)
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